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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

a.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan
penyesuaian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara
pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;
sehubungan dengan diundangkanya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 5), nomenklatur
Perangkat Daerah yang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini dipandang perlu~= untuk
menyesuaikan dengan aturan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);N



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Pasal I
Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan
pergeseran anggaran secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyampaikan telaahan/saran tentang usulan
pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan :

a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD.

(3) Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada
Ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan.

(4) Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut
pada Ayat (3) dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui
dan/atau disahkan oleh TAPD.

(5) Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran
tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum
dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D
NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.



(6) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum
penetapan Peraturan Kepala Daerah atas Perubahan APBD
Tahun Anggaran berjalan dan seluruh dokumen telah
diterima secara lengkap dan benar serta telah selesai
ditelaah.

Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
e

IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2° TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan
penyesuaian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara

pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;
sehubungan dengan diundangkanya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 5), nomenklatur
Perangkat Daerah yang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini dipandang perlu untuk
menyesuaikan dengan aturan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .

1



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 ‘Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neégara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);_



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Pasal I
Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan
pergeseran anggaran secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyampaikan telaahan/saran tentang usulan
pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan :

a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD.

(3) Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada
Ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan.

(4) Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut
pada Ayat (3) dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui
dan/atau disahkan oleh TAPD.

(5) Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran
tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum
dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D
NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.



(6) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum
penetapan Peraturan Kepala Daerah atas Perubahan APBD
Tahun Anggaran berjalan dan seluruh dokumen telah
diterima secara lengkap dan benar serta telah selesai
ditelaah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 25TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan
penyesuaian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara
pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;

c. sehubungan dengan diundangkanya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 5), nomenklatur
Perangkat Daerah yang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini dipandang perlu~ untuk
menyesuaikan dengan aturan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); -



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Pasal I
Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan
pergeseran anggaran secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyampaikan telaahan/saran tentang usulan
pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan :

a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD.

(3) Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada
Ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan.

(4) Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut
pada Ayat (3) dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui
dan/atau disahkan oleh TAPD.

(5) Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran
tagihan Tambahan Uang Persediaan yang - belum.
dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D-
NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.



(6) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara selambatlambatnya 1 (satu) minggu sebelum
peetapan Peraturan Kepala Daerah atas Perubahan APBD
Tahun Anggaran berjalan dan seluruh dokumen telah
diterima secara lengkap dan benar serta telah selesai
ditelaah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tajung Selor
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH P INSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 25
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan
penyesuaian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara
pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;
sehubungan dengan diundangkanya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 5), nomenklatur
Perangkat Daerah yang sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Gubernur ini dipandang perlu untuk
menyesuaikan dengan aturan yang berlaku;

¢.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);

1



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 ‘Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentangPembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 3 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Pasal I
Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan
pergeseran anggaran secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyampaikan telaahan/saran tentang usulan
pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan :

a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD.

(3) Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada
Ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan.

(4) Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut
pada Ayat (3) dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui
dan/atau disahkan oleh TAPD.

(5) Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran
tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum
dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D
NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.


